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PROVINSI JAWA TENGAH 
 

 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 
TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL 

KOTA SEMARANG   
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

 

  WALIKOTA SEMARANG, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat yang  
membahas proses penghapusan piutang negara pada 
Perusahaan Daerah Air Minum, maka disusun pengaturan 

terkait penerimaan hibah non kas dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah dan penyertaan modal non kas 

pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum; 

b. bahwa dengan penambahan penyertaan modal daerah kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang 

sejumlah Rp. 492.005.507.439,00 (empat ratus sembilan 
puluh dua miliar lima juta lima ratus tujuh ribu empat ratus 
tiga puluh sembilan rupiah) maka modal dasar yang tercantum 

dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota 

Semarang telah terlampaui sehingga diperlukan perubahan 
modal dasar;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubaham atas Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah 

Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang. 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;     

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta; 

3.  Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 

4.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  3821); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5038); 

6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015        Nomor 58,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun  1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wialayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4490); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 153); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

DAN 

WALIKOTA SEMARANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR 

MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG   
 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 84)  diubah, sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Modal Dasar PDAM Tirta Moedal ditetapkan sebesar 
Rp.592.005.507.439,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar lima juta 

lima ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri dari: 
a. Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar) berupa uang tunai. 

b. Rp.492.005.507.439,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar lima 
juta lima ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) 
berupa non kas. 

(2) Dihapus 
(3) Modal disetor PDAM Tirta Moedal sebesar nilai modal yang tercantum 

dalam neraca pada saat Peraturan Daerah ini berlaku. 

(4) Modal disetor PDAM Tirta Moedal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan oleh DPRD. 

(5) Modal disetor PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD 
melalui Peraturan Daerah tentang tambahan penyertaan modal. 

Pasal II 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 7 November 2016 

WALIKOTA SEMARANG 

 

 

   HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 7 November 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

 

 

              ADI TRI HANANTO 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 9 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2016)                 
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PENJELASAN 
ATAS 

 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 

TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL 

KOTA SEMARANG   
 
 

 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Bahwa dengan terbitnya surat dari Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia Direktorat Jenderal Perbendahaaraan Negara Nomor : S-
6187/PB/2016 tanggal 3 Agustus 2016 perihal Koordinasi terkait 
Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM melalui skema Hibah-PMD 

(Penyertaan Modal Daerah)  dan Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
proses penghapusan hutang Perusahaan daerah Air Minum Peraturan dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah non kas 
dan dari Pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam 
bentuk penyertaan modal non kas maka Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal 
Kota Semarang perlu dilakukan perubahan.  

Perubahan dimaksud terkait dengan perubahan modal dasar 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang yang semula Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp.592.005.507.439,00 

(lima ratus sembilan puluh dua miliar lima juta lima ratus tujuh ribu empat 
ratus tiga puluh sembilan rupiah). Adapun perubahan modal dasar tersebut 
disebabkan karena adanya penyertaan modal sebesar Rp. 

492.005.507.439,00 bersumber dari hibah non kas pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah dan penyertaan modal daerah dari pemerintah daerah ke 
Perusahaan Daerah Air Minum. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

   

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 109 


